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TENTANG

REVIU STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS Il SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang - Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas
pelayanan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Utara diperlukan adanya standar pelayanan publik;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera
Utara tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara.

Mengingat - 2 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan;



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

k7.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tahun
2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012 tentang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017
tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Yang
Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017
Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017
tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang
Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif
Angkutan Penyeberangan,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang

Pencawasan Muatan Anckutan RBarane dan Penvelengoaraan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola

Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN

Reviu Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Kegiatan
Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Utara meliputi:
1. Standar Pelayanan Kantor Induk BPTD yang terdiri dari:
a. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang
Bangun Kendaraan Bermotor
b. Standar Pelayanan Kalibrasi Alat uji UPUBKB
c. Standar Pelayanan Penerbitan Jadwal Operasional

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
d. Standar Pelayanan Pemanfaatan BMN terkait sewa dan
Pinjam Pakai
e. Standar Pelayanan Keperintisan Angkutan Darat
2. Standar Pelayanan Terminal Tipe A yang terdiri dari:
a. Standar Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Penumpang
b. Standar Pelayanan Pengaturan Angkutan Umum
c. Standar Pelayanan Layanan Parkir Kendaraan
3. Standar Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor yang
terdiri dari;
a. Standar Pelayanan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang
b. Standar Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
c. Standar Pelayanan Penindakan Kendaraan Angkutan Barang
4. Standar Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
yang terdiri dari :

a. Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan

Reviu Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi

Darat Kelas II Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

a. Persyaratan pelayanan;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

b. Sistem, mekanisme dan prosedur;
c. Jangka waktu penyelesaian;
d. Biaya/tarif;
e. Produk pelayanan,;
f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
2. Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

a. Dasar hukum;

o

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
Kompetensi pelaksana;

Pengawasan internal;

Jumlah pelaksana;

Jaminan pelayanan;

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;

B R ot a0

Evaluasi kinerja pelayanan.

Reviu Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Sumatera Utara wajib diterapkan secara penuh
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan wajib dievaluasi
serta diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara sekurang-kurangnya
satu tahun sekali.

Untuk menerapkan standar pelayanan publik, Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara wajib menetapkan

maklumat pelayanan.

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Reviu
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan
wajib dipublikasikan.

Hasil evaluasi dan perbaikan Reviu Standar Pelayanan Publik pada
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pusat
Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan.

Reviu Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam



Diktum KELIMA, yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDELAPAN :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 4 Oktober 2025
KEPALA ALAJ(F

ARNYANDI ARIYUS, S. SiT, M.M
NP 196810271991031001

SALINAN disampaikan kepada;
1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Transformasi Berkelanjutan.




Diktum KELIMA, yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
,‘Péda Tanggal : 4 Oktober 2025
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SALINAN disampaikan kepada;
1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Transformasi Berkelanjutan.




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPOTASI

DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

NOMOR :

REVIU STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA UTARA

REVIU STANDAR PELAYANAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA

A. STANDAR PELAYANAN KANTOR INDUK BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA :

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

NO | KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service
Delivery)

1. | Persyaratan Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis

Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.

Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan sebagai berikut:

Perusahaan Karoseri yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara

a. Perusahaan Karoseri yang telah memiliki SKRB

b. Perusahaan Karoseri yang telah memiliki akun pada sistem
https:/ /ujiperb.dephub.go.id

c. Surat Permohonan

d. Melampirkan dokumentasi 3 sisi kendaraan, gesekan nomor rangka
dan nomor mesin serta foto stiker identitas pada kaca bagian depan

kendaraan.
2. | Sistem,
Mekanisme e
Pengujl
dan Prosedur No Kegiatan VapataSemst | Kepals | e n | wake Output Botringsy
Sarpras 8PTD
1 |Karoseri memproguksi a. Surat Permohanan; Surat P Data
{kendaraan sesual dengan b. Data identifikasi P Sentifikat meliputi i teknis
SKRE dan tipe kendaraan, laly kendaraan bermotor Registrasi Ufi Tipe (SRUT) [kendaraan bermotor dan faktur

mengajukan permehanan bermotor,

Sertifkat Registrasi Uji Tipe
secara ontine

2 |Kepala BPTD menindaidanjuti Berkas administrasi 2jam
dan meneruskan kepada I I‘ kendaraan bermotor
Kepala Seksi Sarana

Berkas administrasi 1jam
jkendaraan bermotor

w

Kepala Seksi Sarana
menindakdanjut! dan
meneruskan kepada Pengujl
Kendaraan Bermolor
Pengujl Kendaraan Barmotor

Berkas administras] 1jam
[kendaraen bermotor

Iy

berkas permohonan Sertifkat

RSl

|Registrasi Uj Tipe
5 [Menyompaikan Fasi WasiiPemerksasn  [Apabila berkas dar pemohon taak
pemeriksaan berkas administrasi lengkap, maka pemohon diminta
juntuk melengkapi berkas
6 [Pengajuan SPT untuk Nota Dinas 1jam [SPT untuk pemeriksaan
pemeriksaan fisk rancang fistk rancang bangun
bangun kendaraan bermator




7 [mms——— — woreionmiompti (g emetenmmo il easompirpee
:;:f_.:%":::"::;:::'"m..n
g m—
gty | I
—s_i%mum : 1jam |Hasw pemeriksasn
T%E::::-a 1 Hasil pemeiksaan 1jam N—
e .
ﬁ’“ﬁl"ﬁ.»‘? =
3. | Jangka
Waktu 14 Hari Kerja
Penyelesaian
4. | Biaya/Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP 15 Tahun
2016 tentang Jenis dan Tarif Peneriman Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
Biaya PNB Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji (SRUT)
a. Mobil bus, an mobil barang kendaraan khusus, kereta tempelan dan
kereta gandengan sebesar Rp. 250.000,-
b. Mobil penumpang sebesar Rp. 500.000,-
c. Sepeda motor sebesar Rp. 100.000,-
5. | Produk Berita Acara Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun
pelayanan
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, melalui:
Saran dan | Kotak saran pengaduan
Masukan 1. Layanan Contact Centre BPTD Kelas II Sumatera Utara dapat diakses

melalui:
a. Telepon : (061) 42276006
b. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
c. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
d. Instagram: bptd_sumut
e. Twitter: bptdwil2sumut
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol5S1@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl151
d. X: @kemenhubl51
e. Instagram: kemenhubl51
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1.Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);




3.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor

S. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor
KEPDIRJEN-KP-DRJD-2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji
Berkala Kendaraan Bermotor

Sarana, 1. Sarana:
Prasarana a. Alat Ukur Dimensi Kendaraan Bermotor;
dan/atau b. Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portable;
Fasilitas c. Alat Gesek Fisik Kendaraan Bermotor;
d. Laptop;
e. Printer.
2. Prasarana:
a. Gedung Kantor BPTD
b. Kendaraan Dinas Operasional
Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
Pelaksana
Pengawasan 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
Internal fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Seksi Sarana dan
Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan;
3. Penguji Kendaraan Bermotor;
4. Dilakukan secara berkelanjutan.
Jumlah 1. Kepala BPTD: 1 orang
Pelaksana 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan
Penyeberangan: 1 orang
3. Penguji Kendaraan Bermotor: 7 orang
Jaminan 1. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan Standar
Pelayanan Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu
pelayanan;
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif,
komunikatif, sopan, dan santun;
3. Mewujudkan pelayanan yang berswih dari gratifikasi dan pungutan
liar.
Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak
Keamanan disebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Keselamatan langsung;
Pelayanan
Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah

pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.




2. Standar Pelayanan Kalibrasi Uji Berkala UPUBKB

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1. | Persyaratan Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.
Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan sebagai berikut:
a. Surat permohonan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor
disertai penanggung jawab unit pengujian
b. Daftar peralatan uji yang menyebutkan merk, tipe dan tahun
pembuatan
c. Surat pernyataan kesiapan fungsi peralatan uji
2. Sistem, T g )
Mekanisme N e B I e L
dan Prosedur e ¥ amfaas et PR e
| Periman Un Berkals Kendaraan
Bermerur;
|2 Daftor peradatan wjt yang dinjulan
derggan sncisn melparti:
n Mark,
£ Tipe; dan
¢ Tahun Pembuaten
3. Suset Pernyarasn Kesingn Fugsl
| === Alst Usi
j b T R —
® ecaatiicon
Prer N .
3 |Petugas Kalibran Tinms -ikea) n, Sural Permehonan 1zm | Sirst Ferintaly
:::":g::’;:;vuu‘\:hn:xrm b. Lumpiran Petayaraton :::' : .msn
o 30 merit| Surat Perntal o
Tigas
— 1 Biwm |BA Ralbraal |
r T L e R Y R A 2
l e . g | ot | Melengkapeo waee | Output e
= B R e —— A T B ~Sm sl
& [Pwtuges Kalitmem menyoson Tjam |Laputae Hasll
lnperas: bl pelaksaiusan Pelaksanasn
| {kmbioren kepads Diraltios Rk as
| |%esamas Tracwportasi Jalsn
| [uenmek pemdustan Busst
‘ Mo terusipmi: Hasil Xalibrws,
3. |Jangka Waktu | 16 Hari Kerja
Penyelesaian
4. | Biaya/Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP 15 Tahun 2016

tentang Jenis dan Tarif Peneriman Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

a. Kalibrasi Alat Uji Rem (brake tester) sebesar Rp. 1000.000,-

b. Kalibrasi Alat Uji Lampu Utara (headlight tester) sebesar Rp.
1000.000,-

c. Kalibrasi Alat Uji Kecepatan (Speedometer tester) sebesar Rp.
1000.000,-

d. Kalibrasi Alat Uji Emisi Kompresi (smoke tester) sebesar Rp.
1000.000,-

e. Kalibrasi Alat Uji Tingkat Suara Klakson (sound level tester) sebesar
Rp. 1.000.000,-

f. Kalibrasi Alat Uji Berat (axle load meter) sebesar Rp. 1000.000,-




g. Kalibrasi Alat Uji Gas Buang (gas analyzer) sebesar Rp. 1000.000,-
h. Kalibrasi Alat Uji Kincup Roda ( side slip) sbesar Rp. 1000.000,-
i. Kalibrasi ALat Uji Kegelapan Kaca (tint tester) sebesar Rp. 1000.000,-

5. | Produk Berita Acara Hasil Kalibrasi Alat Uji
pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, melalui:
Saran dan | Kotak saran pengaduan
Masukan

1. Layanan Contact Centre BPTD Kelas II Sumatera Utara dapat diakses
melalui:
a. Telepon : (061) 42276006
b. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
c. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
d. Instagram: bptd_sumut
e. Twitter: bptdwil2sumut
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
Telepon : 151
Email: infol51@dephub.go.id
Facebook : kemenhub151
X: @kemenhub151
Instagram: kemenhub151
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/i0S: SP4N-LAPORI!.

°po TP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1. Dasar Hukum | 1.Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Kompetensi Penguji Tipe Kendaraan Bermotor
6.Peraturan  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
KP.1954 /AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji
Kendaraan Bermotor
7.Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KEPDIRJEN-
KP-DRJD-2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor
2. Sarana, 1. Sarana:
Prasarana a. Alat Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor;
dan/atau b. kendaraan Operasional Pelayanan Kalibrasi;
Fasilitas c. Printer Kalibrasi.
2. Prasarana:
c. Gedung Kantor BPTD
d. Kendaraan Dinas Operasional
3. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

Pelaksana




4. Pengawasan 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
Internal fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Seksi Sarana dan
Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan;
3. Penguji Kendaraan Bermotor
4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5. | Jumlah 1. Kepala BPTD: 1 orang
Pelaksana 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan
Penyeberangan: 1 orang
3. Penguji Kendaraan Bermotor: 7 orang
6. Jaminan 1. Pelayanan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor sesuai dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan
waktu pelayanan;
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif,
komunikatif, sopan, dan santun;
T Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak
Keamanan disebarluaskan;
dan 2. Kejelasan status hukum kapal untuk dokumen kepemilikan kapal
Keselamatan 3. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Pelayanan langsung;
8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal
kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah
pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.
3. Standar Pelayanan Penerbitan Jadwal Operasional Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan
NO KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1 B Persyaratan Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.
Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan sebagai berikut:
Terlengkapinya dokumen kapal
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
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3. Jangka  Waktu | 1 (satu) bulan untuk sekali pelayanan
Penyelesaian
4. Biaya/Tarif Tidak ada
5. Produk Penerbitan Jadwal Kapal
pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, melalui:
Saran dan | Kotak saran pengaduan
Masukan 1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan

a. Email: bptd.ditjendat. sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut
2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon: 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl51
d. X:@kemenhubl51
e. Instagram: kemenhubl51
3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1,

Dasar Hukum

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

3.Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Angkutan Penyeberangan

S.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Penyelenggara Angkutan Penyeberangan

7.Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.
988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal Angkutan Penyeberangan

8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang




Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
9.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.
Sarana, Adalah  peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam
Prasarana penyelenggaraan, pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas
dan/atau pelayanan bagi pengguna jasa. Adapun sarana dan prasarana terdiri
Fasilitas dari:
a. Kantor Induk
b. Komputer
c. Printer
d. ATK
Kompetensi Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
Pelaksana
Pengawasan 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
Internal pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Seksi Sarana
dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan;
3. Pengawas Satuan Pelayanan;
4. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 1. Kepala BPTD: 1 orang
Pelaksana 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan
Penyeberangan: 1 orang
3. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi : 1 orang
Jaminan 1. Pelayanan penertiban jadwal kapal sesuai dengan Standar
Pelayanan Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu
pelayanan.
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, @ teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak
Keamanan dan disebarluaskan;
Keselamatan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Pelayanan langsung;
Evaluasi kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
pelaksana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah
pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.

4 Standar Pelayanan Pemanfaatan BMN terkait Sewa dan Pinjam Pakai

NO | KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)

1 Persyaratan
Pelayanan

Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.
Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan sebagai berikut:

Surat Permohonan Sewa BMN

2 Sistem,
Mekanisme
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Jangka
Waktu

Penyelesaian

Total waktu yang dibutuhkan 26 (dua puluh enam) hari

Biaya/Tarif

Sesuai dengan PNBP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor
155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak)

Produk

Kode Billing, Bukti bayar dan Surat Perjanjian Kontrak

pelayanan
6 Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, | melalui:
Saran dan Kotak saran pengaduan
Masukan 1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan

a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut
2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhub151
d. X:@kemenhubl51
e. Instagram: kemenhubl51
3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1

Dasar
Hukum

1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Penatausahaan Barang Milik Negara;

3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
Penatausahaan BMN;

4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Pemanfaatan Barang Milik Negara;

5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
di lingkungan Kementerian Perhubungan;

6 Tahun 2016 tentang

181/PMK.06/2016 tentang

115/PMK.06/2020 tentang




6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan
Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;

9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

Sarana, Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan,
Prasarana pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.
dan/atau Adapun sarana dan prasarana terdiri dari:
Fasilitas 1. Kantor Induk;
2. Terminal;
3. UPPKB,;
4. Aplikasi Simak;
5. KPKNL;
6. Komputer;
7. Printer;
8. Kertas;
9. Flasdisk.
Kompetensi | Petugas BMN
Pelaksana
Pengawasan | 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
Internal fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Sub Bagian Tata
Usaha,;
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 1. Kepala BPTD = 1 orang
Pelaksana 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha = 1 orang
3. Petugas BMN = 2 orang
4. Bendahara Penerimaan = 1 orang
5. KPKNL = 1 orang
Jaminan 1. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan Standar
Pelayanan Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu
pelayanan.
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif,
komunikatif, sopan, dan santun.
Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak
Keamanan disebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Keselamatan langsung;
Pelayanan
Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal
kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah

pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.




5.Standar Pelayanan Keperintisan Angkutan Darat

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1 Persyaratan 1. Memiliki trayek tetap dan teratur
Pelayanan 2. Sifat pelayanan tidak boleh berhenti
3. Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh
angkutan umum lainnya
4. Lokasi keberangkatan dan kedatangan verupa terminal, halte
atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi
pelayanan intra dan antarmoda
5. Mencantumkan informasi trayek dan tarif pada terminal atau
fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan
intra dan antramoda
6. Memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 (satu)
berangkatan dalam setiap hari
7. Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari
jumlah kendaraan yang dioperasikan
2 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur




3 Jangka Waktu | Total waktu yang dibutuhkan 32 (tiga puluh dua) hari
Penyelesaian
“+ Biaya/Tarif Tarif dasar Rp. 153,- (Pnp-Km)
Tarif Batas Atas Rp. 206,- (Pnp-Km)
Tarif Batas Bawah Rp. 123,- (Pnp-Km)
5 Produk pelayanan | Surat Perjanjian Kontrak
6 Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara

Pengaduan, Saran
dan Masukan

langsung melalui:

Kotak saran pengaduan

1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan
a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut

2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl151
d. X:@kemenhubl51
e. Instagram: kemenhub151

3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

Website: www.lapor.go.id

SMS melalui nomor 1708

X: @lapor1708

Aplikasi android /iOS: SP4N-LAPOR!.

poop

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1

Dasar Hukum

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan;

3.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek

4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;

S.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaranan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Dalam Trayek

6.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bidang
Angkutan Umum

7.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-
DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek
Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024

8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

9.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam
penyelenggaraan, pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas
pelayanan bagi pengguna jasa. Adapun sarana dan prasarana
terdiri dari:




Kantor Induk;
Printer

ATK

Internet
Kendaraan
Terminal

Halte

SV D1 4 B o

3 Kompetensi
Pelaksana

Tim Teknis

4 Pengawasan
Internal

1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Sub Bagian
Tata Usaha,;

3. Dilakukan secara berkelanjutan

5 Jumlah Pelaksana

1. Kepala BPTD = lorang

2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan
Penyeberangan = 1 orang

3. Tim Teknis = 3 orang

4. Bendahara Penerimaan = 1 orang

6 Jaminan 1. Pelayanan Keperintisan Angkutan Darat sesuai dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin
ketepatan waktu pelayanan.
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7 Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan
Keamanan dan tidak disebarluaskan;
Keselamatan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari
Pelayanan atasan langsung;
8 Evaluasi kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
pelaksana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala
setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna
perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

B. STANDAR PELAYANAN TERMINAL TIPE A
1. Standar Pelayanan Pengaturan Angkutan Umum

NO | KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)

1. | Persyaratan
Pelayanan

Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.
Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Satuan
Pelayanan Terminal Tipe A sebagai berikut:

a.
b.

Kendaraan angkutan umum AKAP/AKDP

Dokumen kendaraan seperti KIR (uji kendaraan) serta KPS (Kartu
Pengawasan) angkutan umum

Dokumen supir

Surat Jalan Kendaraan / Daftar Penumpang pada Kendaraan




Sistem,
Mekanisme
dan Prosedur
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3. | Jangka Waktu | + 20 menit per kendaraan
Penyelesaian
4. Biaya / Tarif Tidak ada
S. | Produk : . ; ;
Input data TOS (Terminal Online System) dan Data Produksi Terminal
pelayanan
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, melalui:
Saran dan | Kotak saran pengaduan
Masukan 1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan

a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut
2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol5S1@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl51
d. X:@kemenhubl5l1
e. Instagram: kemenhubl151
3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan.

4, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Minimal

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan




7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan,
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna
jasa. Adapun sarana dan prasarana terdiri dari:

Gedung Terminal

Jalur Kedatangan dan keberangkatan penumpang

Loket penjualan tiket

Rambu-rambu dan petunjuk informasi berupa petunjuk jurusan

Pos Pencatatan

Parkir

™o e o

Kompetensi
Pelaksana

Pengawas Satuan Pelayanan
Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
Penguji Kedaraan Bermotor Terampil
Penguji Kendaraan Bermotor Pemula
Petugas Transportasi Darat
Penata Layanan Operasional
Pengelola Layanan Operasional
Pengadministrasian Perkantoran

. Petugas Kebersihan

. Petugas Keamanan
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Pengawasan
Internal

ok

Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
fungsional oleh Inspektorat Jenderal,;

Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Seksi Lalu Lintas
Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan;

Dilakukan secara berkelanjutan

N

@

Jumlah
Pelaksana

[
N

. Pengawas Satuan Pelayanan = 5 orang
Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi = 21 orang
Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi = 26 orang
Penguji Kedaraan Bermotor Terampil = 4 orang
Penguji Kendaraan Bermotor Pemula = 4 orang
Petugas Transportasi Darat = 3 orang
Penata Layanan Operasional = 24 orang
Pengelola Layanan Operasional = 7 orang
Pengadministrasian Perkantoran = 28 orang
Petugas Kebersihan = 17 orang

10 Petugas Keamanan = 14 orang

11. Petugas Pelayanan = 6 orang

O®NOU A DN -

Jaminan
Pelayanan

1. Memberikan rasa nyaman pada saat menunggu bus

2. Kenyamanan pada saat perpindahan dari satu moda atau kendaraan
yang lain

3. Tersedianya fasilitas-fasilitas dan layanan informasi

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Data dan informasi kendaraan dan penumpang dijamin
kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan;

2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
langsung;

Evaluasi
kinerja
pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah
pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.




2.Standar Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Penumpang

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1. | Persyaratan Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.

Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Satuan

Pelayanan Terminal Tipe A sebagai berikut:

a. Pengguna fasilitas merupakan penumpang, pengantar, atau pihak
yang memiliki kepentingan sah di area terminal.

b. Mematuhi tata tertib dan peraturan penggunaan fasilitas yang telah
ditetapkan oleh pengelola terminal.

c. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama berada di area
fasilitas penumpang.

d. Tidak diperkenankan merokok, merusak, atau mengubah fungsi
fasilitas yang tersedia.

e. Tidak membawa barang berbahaya, senjata tajam, atau bahan mudah
terbakar ke dalam area fasilitas penumpang.

f. Bagi kegiatan pemanfaatan khusus (misalnya kegiatan sosial,
promosi, atau kegiatan organisasi di area fasilitas penumpang), wajib
memperoleh izin tertulis dari Kepala Terminal.
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3. |Jangka Waktu | £ 15 menit
Penyelesaian

4. "
Biaya/Tarif | 102k ada

5. | Produk Fasilitas pelayanan penumpang yang berfungsi dengan baik dan dapat
pelayanan dimanfaatkan oleh masyarakat secara aman, tertib, bersih, dan nyaman




sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
melalui:
Kotak saran pengaduan

1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan
a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut
2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon: 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl51
d. X:@kemenhubl51
e. Instagram: kemenhubl51
3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1. | Dasar Hukum | 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Standar Pelayanan Minimal

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

2. | Sarana, Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan,
Prasarana pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.
dan/atau Adapun sarana dan prasarana terdiri dari:

Fasilitas a. Gedung Terminal
b. Jalur Kedatangan dan keberangkatan penumpang
c. Loket penjualan tiket
d. Rambu-rambu dan petunjuk informasi berupa petunjuk jurusan
e. Pos Pencatatan
f. Parkir
3. | Kompetensi 1. Pengawas Satuan Pelayanan
Pelaksana 2. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
3. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
4. Penguji Kedaraan Bermotor Terampil
5. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula
6. Petugas Transportasi Darat
7. Penata Layanan Operasional
8. Pengelola Layanan Operasional
9. Pengadministrasian Perkantoran
10. Petugas Kebersihan
11. Petugas Keamanan

4. | Pengawasan 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan

Internal fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Seksi Lalu Lintas




Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan;

3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. | Jumlah 1. Pengawas Satuan Pelayanan = 5 orang
Pelaksana 2. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi = 21 orang
3. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi = 26 orang
4. Penguji Kedaraan Bermotor Terampil = 4 orang
5. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula = 4 orang
6. Petugas Transportasi Darat = 3 orang
7. Penata Layanan Operasional = 24 orang
8. Pengelola Layanan Operasional = 7 orang
9. Pengadministrasian Perkantoran = 28 orang
10. Petugas Kebersihan = 17 orang
11. Petugas Keamanan = 14 orang
6. |Jaminan 1. Memberikan rasa nyaman pada saat menunggu bus
Pelayanan 2. Kenyamanan pada saat perpindahan dari satu moda atau kendaraan
yang lain
3. Tersedianya fasilitas-fasilitas dan layanan informasi
7. | Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dan penumpang dijamin
Keamanan kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Keselamatan langsung;
Pelayanan
8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah

pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.

3. Standar Pelayanan Parkir Kendaraan

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1. | Persyaratan Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.

Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Satuan
Pelayanan Terminal Tipe A sebagai berikut:

a.

b.

i

Pengguna parkir wajib membawa dan menunjukkan identitas diri
(KTP/SIM).

Kendaraan dalam kondisi laik jalan dan tidak membawa muatan
berbahaya.

Pengemudi wajib mematuhi tata tertib dan arahan petugas parkir.
Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan area parkir.

Tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan selama
parkir.
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3. | Jangka Waktu | £ 15 menit per kendaraan
Penyelesaian
4. | Biaya/Tarif Tidak ada
5. | Produk a. Tanda bukti tiket parkir
pelayanan b. Layanan penataan parkir kendaraan yang aman, tertib, dan teratur
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, melalui:
Saran dan | Kotak saran pengaduan
Masukan

1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan
a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut
2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl151
d. X: @kemenhubl51
Instagram: kemenhub151
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
Website: www.lapor.go.id
SMS melalui nomor 1708
X: @lapor1708
Aplikasi android /iOS: SP4N-LAPOR!.
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Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang




S.

6.

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan,
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.
Adapun sarana dan prasarana terdiri dari:

Mo o TP

. Gedung Terminal

. Jalur Kedatangan dan keberangkatan penumpang

Loket penjualan tiket

. Rambu-rambu dan petunjuk informasi berupa petunjuk jurusan
Pos Pencatatan

Parkir

Kompetensi
Pelaksana

O 00~ U WN
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. Pengawas Satuan Pelayanan

. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi

. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
. Penguji Kedaraan Bermotor Terampil

. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula

. Petugas Transportasi Darat

. Penata Layanan Operasional

. Pengelola Layanan Operasional

. Pengadministrasian Perkantoran

. Petugas Kebersihan
. Petugas Keamanan

Pengawasan
Internal

N

&9

Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
fungsional oleh Inspektorat Jenderal,

Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Seksi Lalu Lintas
Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan;

Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah
Pelaksana
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Pengawas Satuan Pelayanan = 5 orang
Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi = 21 orang
Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi = 26 orang
Penguji Kedaraan Bermotor Terampil = 4 orang
Penguji Kendaraan Bermotor Pemula = 4 orang
Petugas Transportasi Darat = 3 orang
Penata Layanan Operasional = 24 orang
Pengelola Layanan Operasional = 7 orang
Pengadministrasian Perkantoran = 28 orang

. Petugas Kebersihan = 17 orang

. Petugas Keamanan = 14 orang

Jaminan
Pelayanan

b =

Memberikan rasa nyaman pada saat menunggu bus

Kenyamanan pada saat perpindahan dari satu moda atau kendaraan
yang lain

Tersedianya fasilitas-fasilitas dan layanan informasi

Jaminan

Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

Data dan informasi kendaraan dan penumpang
kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan;

Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
langsung;

dijamin




8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah
pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.

C. STANDAR PELAYANAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Standar Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang

NO | KOMPONEN URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service
Delivery)
1. | Persyaratan | Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.
Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Satuan
Pelayanan UPPKB sebagai berikut:
a. Kendaraan angkutan barang
b. Pemeriksaaan Dokumen Kendaraan
c. Pemeriksaan tentang dokumen barang yang diangkut
d. Persyaratan teknis dan layak jalan
e. Tata cara pemuatan barang
f. Pemeriksaan sumbu overload dan overdimensi
2. | Sistem,
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3. | Jangka * 30 menit per kendaraan
Waktu
Penyelesaian
4. | Biaya/Tarif | 1igak ada PNBP
= | Produk Data Produksi Kendaraan Angkutan Barang
pelayanan
6. | Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, | melalui:
Saran  dan | Kotak saran pengaduan
Masukan 1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan
a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub




c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut

2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

a. Telepon : 151

b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl51

d. X:@kemenhubl51

e. Instagram: kemenhub151

3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. Website: www.lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

c. X:@lapor1708

d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1. | Dasar 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan
Hukum Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan
pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu
lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594)

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 75)

8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 736
Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan Bermotor di Jalan

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

2. | Sarana, Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan,
Prasarana pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.
dan/atau Adapun saran dan prasarana terdiri dari:

Fasilitas

L8
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Gedung Kantor

Ruang Administrasi Kantor
Jalur Kedatangan
Musholla

Toilet

Parkir

Gudang

Alat Ukur Dimensi

BAP dan Surat Tilang

. Komputer

. Printer

. Kotak saran pengaduan
. Platform

. Lapangan Parkir




3. | Kompetensi 1. Pengawas Satuan Pelayanan
Pelaksana 2. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
3. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
4. Petugas Transportasi Darat
5. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula
6. Penguji Kendaraann Bermotor Terampil
7. Penata Layanan Operasional
8. Pengelola Layanan Operasional
9. Pengadministrasian Perkantoran
4. | Pengawasan | 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
Internal fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Pengawas Satuan
Pelayanan;
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. | Jumlah 1. Pengawas Satuan Pelayanan = 6 orang
Pelaksana 2. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi = 35 orang
3. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi =17 orang
4. Petugas Transportasi Darat = 5 orang
5. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula = 1 orang
6. Penguji Kendaraann Bermotor Terampil = 7 orang
7. Penata Layanan Operasional = 9 orang
8. Pengelola Layanan Operasional = 1 orang
9. Pengadministrasian Perkantoran = 44 orang
6. | Jaminan 1. Standar dan spesifikasi alat penimbangan sesuai dengan peraturan
Pelayanan perundang-undangan
2. Kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran
3. Kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan
4. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana
7. | Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dan penumpang dijamin
Keamanan kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Keselamatan langsung;
Pelayanan 3. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengemudi dan pemilik
kendaraan
8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah
pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.
2. Standar Pelayanan Penindakan Kendaraan Angkutan Barang
NO | KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1. | Persyaratan | Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.

Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Satuan
Pelayanan UPPKB sebagai berikut:
a. Kendaraan angkutan barang
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Pemeriksaan Dokumen Kendaraan
Pemeriksaan tentang dokumen barang yang diangkut
Persyaratan teknis dan layak jalan

Tata cara pemuatan barang

Pemeriksaan sumbu overload dan overdimensi
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dan
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Pumans Muts Baku
Urs s Jemis Megiten Potuges Ketesangas
Bomatped Adsiokt el Kelraghapan Waktu Ovipur
Pechant oran.
Mesugaden FPNS antk melaiaian —_— Sedwal ko Tugae 10 mens
pen: addakan pelggaran kel o Mg Kena UFPKE
s
Py e———— [Ty T—r— 15 wena 1. Belugho thany vang 1 Pemnddcan whade
keletshan mustan dan Petsgas 1. Swtem Inkrman Tamg .uuau e g et
[C— " ditandam: mastan diakeken apisia
b Memberdaa penjelasn atan o 2. Bai Lass .-uu..l-n-u-nu-; tor s umlah berat hasd
1emmatiap peiangpaan wiebhan - nangan mamn, P
esan Lrpals progmnsl S ian I Bui prodaves an - dan pomish beza Tang
[P p— Ty, s megEiLa ok LE Erndaaan
<. MEmbua buk paasipaan dage rtem sk man Wang v et
Grerogas dan mroan e angu . $haa Latae Ly 2 Pewteras sanis
riang raminhan benspe
4. Meayerahkan Lenta Pertwna | prauadam pesjaioa
Béangho Thang kepads pragemads ki e jumiat beca
o Memberican tanks tambatan hass penisbangas mewbd.
ber s el arng pegrd) 0 dan s brat yang
P anan @ memada Ak {188 badaaan
e gk nan sanpa megurag ter it sanpa deagen
ebetatian muaten s deagen S Ak uins pavesuain
vang dnesapian musan
L Mezyampadan buic: tdang dan 1 Pempesuasn beielitian
Bacacy Dkt kepads priugas muaten didainikan dengan
poT— pemindation mustan ke
& Meabaa laporm hawl pensdaion weadasaan o deagai
pmgpean kridhifian @ s daas prmbsradn et
Jurmlharas tangrang pawah pragrmad
Mradasass,
& Mesyumms dan Sesmta hang — J— [ ry—" & I Kamarp Surat Pengamar
ik priaageac berupa STUL fllakd) || b o das
Lutus Up erdaiam man arup yang dsand g 1 Farmule Rexapauna
amas dan barva lesa dakors W s e 2. Swtem lnknmas Tdasg Hami Proindakan
ertiatan o Pranggean
. Mol ks susw) pesge e 3. Bk prabaye an e-tiang
watang dan ¢ gt ubans hamdl ./ i menggun sk awe
Petangparan kepala pliak Kepo b N\ P )
A Bl
s atn Baku
e Unia Jemis Kegin tam Petuges R e anga
Eoratpal Adesluiet i Keleoghagan Wakis Output
Peshantoran
Meayetuj suis pagaata sdeng i 1. Lonap Surai Praganta 5 menz 1. Surat Pengams Selssg | Suns pengasia dun
s s peon Satamg 2 Jumal Harian At B
pelangpuas 2. Formule Jurnal Hanan 3 Meapion Masst st e g 4
\ 3. Formuls Relapaulie Hasd| -
Fenmdakan Primans .
—_—
|
o Menym ahikan s pengania, [Ty S———— T 1. Suca Pegame yan w Terkas g daeraiian
uu.umnum 2. Rekcapetuian Hasd » aa-.- iepata pihak hepai s an
HAugio 100y, s bating Wakts el an mnuum Stegr & Kepubiic Indosen
m...m-—u--.uw-u v 3. Belangko 1dang vang Taade Ty aig Lanbit 1 (g
R ek .2t Pemgamas (koneas PP wadan dm dan 2. Retcapasam: Hasd s b Pt
Pada pacdeal yang ik A Fiapias rE— [T —— (I Rp——
b Memmta Buks Tandn Terima dan 4. Buie: pembaver an etdsng 3. Jumsl Hanas
Flidk Kepalean peda Suiat — (0 b menmgun aice s
Pengantas. — s T ang
€ Mraymnpas Huks Tanda Tenmadan | 5. Bukss Lutes 1Y
Repoiaasn e rhapil sk hand 6. Jumma Maras
priunggaan dan koo bass
Mrom e Laporan Framdakan 1_Surat Fengentar vang wiah 30 meas [N —— 1. Laporan Peamanian
Peangpran hreboue Muaan e wagani it phak Kelebitian Maama Ketetahas
Kendwaen Anghums Burung Nepalssas (ks Tanda Kendaraan Anglortm Musan radaaa
Terun Busang A gios tn B g yumg

1iBe b e n WAl
Duyndis wcars teraa

Jangka
Waktu
Penyelesaia
n

3 (tiga) hari

Biaya/Tarif

Tidak ada PNBP

Produk
pelayanan

Surat Peringatan dan Surat Tilang

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung

melalui:

Kotak saran pengaduan
1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan
a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub

c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut

2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon: 151
b. Email: infol51@dephub.go.id

c. Facebook : kemenhubl151

d. X:@kemenhubl51




€. Instagram: kemenhubl51
3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
Website: www.lapor.go.id
SMS melalui nomor 1708
X: @lapor1708
Aplikasi android /iOS: SP4N-LAPORI.

poop

Komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal

organisasi(Manufacturing)

1.

Dasar
Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran
lalu lintas dan angkutan jalan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu
lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementeian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8)

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 75)

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang
Penyelanggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 736 Tahun
2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan Bermotor di Jalan

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan,
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.
Adapun saran dan prasarana terdiri dari:

Gedung Kantor

Ruang Administrasi Kantor

Jalur Kedatangan

Parkir

Alat Ukur Dimensi

BAP dan Surat Tilang

Komputer

Printer

Kotak saran pengaduan

Platform

Lapangan Parkir

Kompetensi
Pelaksana

Pengawas Satuan Pelayanan = 6 orang

Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi = 35 orang
Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi =17 orang
Petugas Transportasi Darat = 5 orang
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Penguji Kendaraan Bermotor Pemula = 1 orang
Penguji Kendaraann Bermotor Terampil = 7 orang
Penata Layanan Operasional = 9 orang

Pengelola Layanan Operasional = 1 orang
Pengadministrasian Perkantoran = 44 orang

4. | Pengawasan | 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
Internal fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Pengawas Satuan
Pelayanan;
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. | Jumlah 1. Pengawas Satuan Pelayanan = 6 orang
Pelaksana 2. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi = 35 orang
3. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi =17 orang
4. Petugas Transportasi Darat = 5 orang
5. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula = 1 orang
6. Penguji Kendaraann Bermotor Terampil = 7 orang
7. Penata Layanan Operasional = 9 orang
8. Pengelola Layanan Operasional = 1 orang
9. Pengadministrasian Perkantoran = 44 orang
6. | Jaminan 1. Standar dan spesifikasi alat penimbangan sesuai dengan peraturan
Pelayanan perundang-undangan
2. Kepastian hukum terjadap penindakan pelanggaran
3. Kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan
4. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana
7. | Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dan penumpang dijamin
Keamanan kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Keselamatan langsung;
Pelayanan 3. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengemudi dan pemilik
kendaraan
8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal
kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah
pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.
3. Standar Pelayanan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang
NO | KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1. | Persyaratan Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.

Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Stuan
Pelayanan UPPKB sebgai berikut:

a. Kendaraan angkutan barang

Pemeriksaaan Dokumen Kendaraan

Pemeriksaan tentang dokumen barang yang diangkut

Persyaratan teknis dan layak jalan

Tata cara pemuatan barang

° a0 o




f. Pemeriksaan sumbu overload dan overdimensi
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Mekanisme — ———m— s
dan Prosedur | [®] ™™= mamt [T e - - PR
1 gﬁm:::‘u;: :: ;::::m Tugas 10 menz ::mrmpqa\ Reg
2 Merghanpun :adormas. 1.8 S mend
admenaman pengesud dim ~— 2. Bulku Ladus U
wendaaan I.STNK
B Messasarian e 4. Surat Muata B .
e e e _L e B
. Memerik s MMl QA Angiaita: Her ang
akrued angk Ut basang deagan | S |
adermn vany tescarum pads
Bulei Lulus Up
4 MeagesnDakdien ok uden
acdn s ans [ menyen e Bult e e g
Lulus Uyt apals b terpadi proses < Ponem ) ik ulan apab
Blak ake P lesigEean
hoicumen dadon malras
ik hac s uepada
ey
adnmaras kepads pengemuds
3 Mener ana m ke dogaan 1. Sestemn LS as: 5 meidt 1. Surat Prouberh asan Liiat 3OF Penndalon
pelanggean dan Buli Lulus Uy Penanhungan Kendaram (Rangko Tiisng Pelaggara Dukumen
| Anghutan Bar ang 2. Becoa Aciea Feayerahan | Kendasaan Aagiutan
2.81m Fenyulican g wleh PINS
: ;\::um. Ui 3. Suras Pengantas Sudang
Mene dne laporen tevke g Az el Harwan | mena [T — —— Pemner ks Duliuiuen
g i ) ok ReTidar e —_—, Nendarman Angkuin Kenndlaraia i Agh i an
Anghillan Baang sewias adual [ | Baam Rarany teruang da an
gy g sodah dletapian LPSPEAS
3. | Jangka 20 (dua puluh) menit
Waktu
Penyelesaian
4. | Biaya/Tarif | 1qak ada PNBP
5. | Produk .
Surat Peringatan
pelayanan
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, melalui:
Saran dan | Kotak saran pengaduan
Masukan

1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan
a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut
2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhub151
d. X:@kemenhubl51
e. Instagram: kemenhubl151
3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan
pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu
lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)




10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementeian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8)

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 75)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun tentang
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 736
Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan Bermotor di Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan,
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna
jasa. Adapun saran dan prasarana terdiri dari:

Gedung Kantor

Ruang Administrasi Kantor
Jalur Kedatangan
Parkir

Alat Ukur Dimensi

BAP dan Surat Tilang
Komputer

Printer

Kotak saran pengaduan
Platform

Lapangan Parkir

Kompetensi
Pelaksana

CENONPWNS[FT IR 0 p0 T

Pengawas Satuan Pelayanan

Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
Petugas Transportasi Darat

Penguji Kendaraan Bermotor Pemula

Penguji Kendaraann Bermotor Terampil

Penata Layanan Operasional

Pengelola Layanan Operasional
Pengadministrasian Perkantoran

Pengawasan
Internal

[a—

S

Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;

Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah
Pelaksana

FRp e

Pengawas Satuan Pelayanan = 6 orang

Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi = 35 orang
Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi =17 orang
Petugas Transportasi Darat = 5 orang

Penguji Kendaraan Bermotor Pemula = 1 orang

Penguji Kendaraann Bermotor Terampil = 7 orang

Penata Layanan Operasional = 9 orang

Pengelola Layanan Operasional = 1 orang




Pengelola Layanan Operasional = 1 orang

9. Pengadministrasian Perkantoran = 44 orang
6. | Jaminan 1. Standar dan spesifikasi alat penimbangan sesuai dengan peraturan
Pelayanan perundang-undangan
2. Kepastian hukum terjadap penindakan pelanggaran
3. Kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan
4. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana
7. | Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dan penumpang dijamin
Keamanan kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan
Keselamatan langsung;
Pelayanan 3. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengemudi dan pemilik
kendaraan
8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
pelaksana 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah

pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.

D. STANDAR PELAYANAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Penerbitan Sertifikat Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service

Delivery)
1. Persyaratan Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis
Pelayanan pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif.

Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan sebagai berikut:

1. Pengguna Jasa memiliki akun dan Mengajukan permohonan
pemenuhan pelayanan minimal angkutan penyeberangan secara
online melalui website http://air-sdp.dephub.go.id

2. Surat permohonan dari operator angkutan SDP

Berkas Persyaratan (Dokumen Kelaiklautan Kapal)

ol




2. Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur . — e — =T =
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N Jangka Waktu | 6 (enam) hari kerja
Penyelesaian
4. Biaya/Tarif Tidak ada (Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis)
5. Produk pelayanan | Dokumen SPM dan Hasil Pemeriksaan SPM
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
Pengaduan, melalui:
Saran dan | Kotak saran pengaduan
Masukan 1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan

a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com
b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub
c. Instagram: bptd_sumut
d. Twitter: bptdwil2sumut
2.Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhub151
d. X:@kemenhubl5l1
e. Instagram: kemenhubl51
3.Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www.lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X:@laporl708
d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi(Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan

4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Perhubungan

5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Angkutan Penyeberangan

6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan




7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

8.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

9.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.4608/AP.005/DRJD /2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang
Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-
DRJD 2462 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur
Jenderal Perhubungan Darat Kepada Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Untuk Penerbitan Standar Pelayanan Minimal
Kapal Angkutan Penyeberangan.

Sarana, Adalah  peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam
Prasarana penyelenggaraan, pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas
dan/atau pelayanan bagi pengguna jasa. Adapun sarana dan prasarana terdiri
Fasilitas dari:

a. Kantor Induk

b. Komputer

c. Printer

d. Internet

Kompetensi Petugas Pemeriksa SPM Kapal Penyeberangan

Pelaksana

Pengawasan 1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
Internal pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

2. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD dan Kepala Seksi Sarana
dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan berbasis
online melalui Aplikasi website http://air-sdp.dephub.go.id;

3. Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah 1. Kepala BPTD: lorang
Pelaksana 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan
Penyeberangan: 1 orang
3. Verifikator = 1 orang
4. Petugas Pemeriksa SPM = 1 orang
Jaminan 1. Pelayanan pemeriksaan Standar Pemeriksaan Dan Penerbitan
Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kapal Angkutan Penyeberangan
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan
menjamin ketepatan waktu pelayanan.

2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun.

Jaminan 1. Petugas yang melakukan pemeriksaan SPM berhati-hati dalam
Keamanan dan pemeriksaan kapal

Keselamatan 2. Petugas mengarsipkan dokumentasi secara digital

Pelayanan

Evaluasi kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
pelaksana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah
pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan
peningkatan kinerja layanan.
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MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara menyatakan sanggup
menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Medan, 4 Oktober 2025
Kepala Balal Pengelo : Transporta81 Darat Kelas II

NIP 19681027 1991031001



